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BUPATI BANTUL 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL 

NOMOR     100    TAHUN 2021 

 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

BUPATI BANTUL, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan realisasi kegiatan 

pembangunan yang dibiayai melalui dana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2021,  

perlu membentuk Tim Evaluasi  dan Pengawasan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan  Keputusan  

Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan 

Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Berita  Negara  Republik  Indonesia  

Tahun 1950 Nomor 44); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan  

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 

Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah 

Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan 

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten  Bantul Nomor 10 Tahun  

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten  

Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun  

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran  

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2); 

 

 



3 
 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2020 Nomor 14); 

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2020 Nomor 152); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM 

EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2021. 

KESATU : Membentuk  Tim  Evaluasi  dan  Pengawasan  Realisasi  

Anggaran Pendapatan  dan Belanja  Daerah  Tahun 

Anggaran 2021, dengan susunan dan personalia 

sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. 

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU adalah : 

a. mengkoordinasikan Perangkat Daerah dalam 

percepatan penyerapan anggaran sesuai target yang 

ditetapkan untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi 

dan monitoring serta pengambilan keputusan 

pimpinan; 

b. menyusun dan menyampaikan Laporan bulanan 

kepada Presiden Republik Indonesia melalui 

Sekretariat Kantor Staf Presiden di Jakarta dan 

Kementerian Dalam Negeri melalui SIMON TEPRA  

serta kepada Bupati Bantul; dan 

c. memberikan dukungan administratif kepada Tim 

Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam  

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. 
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KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab 

kepada Bupati Bantul.  

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan 

Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.  

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 

2021. 

 
Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal 15 Februari 2021 

BUPATI BANTUL, 

 

ttd 

 

SUHARSONO 

 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth : 

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. 

DIY; 

2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul; 

3. Kepala BKAD Kabupaten Bantul; 

4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul; 

5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul; 

6. Yang bersangkutan; 

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 
 

LAMPIRAN 

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL 

NOMOR     97      TAHUN 2021 

 

TENTANG PEMBENTUKAN TIM 

EVALUASI DAN  PENGAWASAN  

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2021 

 
SUSUNAN DAN PERSONALIA 

 

NO JABATAN DALAM 

TIM 

JABATAN DALAM DINAS NAMA 

1 2 3 4 

1. Pembina Bupati Bantul  

2. Pengarah  Wakil Bupati Bantul  

3. Penanggungjawab Sekretaris Daerah Kab. 

Bantul 

 

4. Ketua 

Harian/Pejabat 

Penghubung 

Kepala Bappeda Kab. Bantul  

5. Sekretaris   Sekretaris Bappeda Kab. 

Bantul 

 

6. Anggota 1. Kepala Badan Keuangan 

dan Aset Daerah Kab. 

Bantul 

2. Kepala Inspektorat 

Daerah Kabupaten 

Bantul 

3. Kabag. Administrasi 

Pembangunan Setda Kab. 

Bantul 

4. Kabag. Layanan 

Pengadaan Barang dan 

Jasa Setda Kab. Bantul 

5. Kabid. Perbendaharaan 

BKAD Kab. Bantul 
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1 2 3 4 

  6. Kabid. Akuntansi BKAD 

Kab. Bantul 

7. Kabid. Dalitbang 

Bappeda Kab. Bantul 

8. Kasubid Pengendalian 

Bappeda Kab. Bantul 

 

  9. Staf Bappeda Kab. Bantul 1. Dhanang W, A.Md 

2. Putri Anindyajati, SE 

 

 

BUPATI BANTUL, 

 

ttd 

 

SUHARSONO 


